WALIKOTA PONTI \NAK
PROVINSI KALIMANTZ ¥ BARAT

PERATURAN WALIKOTA *ONTIANAK

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAJ SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PERDIDIKAN DAN KEBUDAYA. N KOTA PONTIANAK MENJADI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SAM GGAR KEGIATAN BELAJAR

Meaimbang

Mengingat

KOTA PONTIAN-AK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa berdasarkan kerentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonfbrmal Sejenis,
menyivakan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar dialih
fuagsiiien menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis
dan ditetapkan dengan #eraturan Walikota;

bahwi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan oleh
Pemerintah Kota Pontienak perlu dilakukan alih fungsi
Uait Pelaksana Teknis Dinas Sunggar Kegiatan Belajar
Kota Pontanak menjad: Satuan Pendidikan Non Formal
Sanggar Kegiatan Belajag Kota Pontianak:

bahwit  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimuksud dalam huruf a dan huruf b, periu menctapkan
Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas
Pendulikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Menjadi
Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
Kota Pontiannk;

Pasal 18 ayat (6] Undapp-Undang Dasar Negara Republik
Incdonesia Tahun 11945,

Undang-Undaag Nomor 27 Tahua 1959 tentang
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 wntang  Penmwuentukan Daerah Tingkat 0 &
Iatinantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undung-Unciang Nomor 8 Tahun 1965 temang
Panbentukan Dagrah Vingkat I Tanah lLaut, Daerah
Tingkat Il Tapin dan Dacrab Tingkat If Tabalong dengan
Meupaliahh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
ternang Penctapan Uncang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang rembentukan Dgeerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran hegara Republik Indonesia Tahun
19G5 Nomor 31, Tambanan Lembaran Negara Republik

Tvwlanacin Namar 278810



H.

10.

Undang-Undang Neror 20 Tahun 2003 rentang Sistem
Pendidikan  Nasioneg! (Lembaran Negara Republik
[ndunesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembararn
Negura Republik Indoresia Nomor 4301);

Undang-Undang Noiwner 33 Tahun 2004 tentang
Perhubangan Keuang:n Antara Pemcrintah Pusat dan
Penwrintahan Daers it (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200- Noumtor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Incoresia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Penwrintahan Daere': {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negira Republik Indoagsia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Unuang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemicrintahan Daerali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintzh Nomor 28  Tahun 1990
tentung Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembarar
Negira Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana
telah diubah dengan Pératuran Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3763 );

Peratuwran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Stundar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun, 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomor 4496) sebagaimana
telaii diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemwrintan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentng Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Repuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Kepangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan
Lemmbaran Negara Republik Indonesia Nomer 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendunaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintagh Nomor 47 Tahun 2010 tentang
Wajiy Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);



Menetaplhan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintalh Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom:or 3157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tabun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan
Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan  Pendidikan  di Kota  Pontianak
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 9
Seri E Nomor 7);°

Pernturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tehun 2010 Nomor 3 Seri E
Nomor 3); .

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokolc Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4] sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dacrah Nomor | Tahun 2015
tentung Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lersbaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pentianak Tabun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nemor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan
Belajar,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAL]KdTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

PONTIANAK MENJAD! SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
BANGGAR KIEGIATAN BELAJAR KOTA PONTIANAK.



BAB [
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalwom Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

10.

11.

12,

Daerah adalalh Kota Pentianak.

Pemerintah Daerah alalah Kepala Daerenn sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah ving memimpin pelsksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenanyan daerah otonom.

Waliota adalah Walikota Pontianak.

Sekrewaris Dearah adalids Sekretaris Daerah Kota Pontianak,

Dinas  Pendilikan dant  Kebudayaan adalah  Dinas Pendidikan dan
Kubudayaan Kota Pontanuk.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Pontanalk,

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang
melaksanakan Kegiatan teknis opérasional danfatau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Singpar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah unit
pelaknana 1eknis dinas yang mupangani urusan pendidikan pada Kota
Pontanak yang berbent uk satuan pendidikan nonformal sejenis,

Satuan Pendidilkkan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF
Sujenis adaluh kelompok layanan pendilikan yang menyelenggarakan
progrurm pendlidikan nonformal,

Progruunt Pendidikan hontbrmal yang sel=njutnya disebut Program PNF
adaldy layanan pendidikan yang diselengiarakan untuk memberdayakan
masyarakat melalul pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia
dini, pendidikan kepernudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendililkan  keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
pendidikan  Lesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
menyumban ghan kemarnpuan peserta didik.

Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu
upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak scjak lahir sampai dengan
usia enam  tahun  vang  dilakukan melalui pemberian  rangsangan
pendidikan uatuk membantu pertwinbuban dan perkembangan jasmani
din rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut.

Pendidikan  Masyarakat yang selanjutnya disebut Dikmas aslalah
prayelenggarian pendidilkan berdasarkan k=khasan agama, sosial, budaya,
anpitasi, dan potensi rnusynrakat sebagai perwujudan pendidikan dari,
oleh, dian untuk masya akat.

HAB Il
MAKSUD, T'UJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maukswd disusunnya Peratwran Walikota ini adalah sebagai arah dan pedoman
dalarn melaksanakan Alh #ungsi UPTD SKB Pada Dinas Pendidikan Kota
Pontianak diubah fungsinys rmenjadi Satuan Pendidikan Nonformal SKB Kota
Pontianak.



Pasal3

Tujuan disusunnya Peraturin Walikota ini adalah memberikan pedoman

pelaksanaan Alih Fungsi UPID SKB Pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak

menjacdi Satuan Pendicdikan Nonformal SKB Kota Pontianak agar dapat:

memperoleh Nomor Pokok sSatuan Pendidikan Nasional;

mernperoleh akreditasi dan Badan Akreditasi Nasional;

memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;

menyelenggarakan  upan nasional pendidikan kesetaraan danfatau  uji

kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan

e. menerbidkan jwal dan/wetaw sertifikat Komj stensi bagl peserta didik sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

an e

Pasals

Ruang Lingl:up Peraturan Walikota ini adalah:

a. kedwlukiin;
b. struktur organisasi;
c. tugas pokok, funysi dan uraian tugas;
d. tati kerja;
e ketentuan peraliban; dan
£ ketentuen penutup.
BAB I
KEDUDUKAN
Pasal 5

(1] Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis penunjang
tuge s Dinus dalum bidang pendidikan ponformal

|2) Satuan PNF SKU dipimpin seorang Kepala Sauan Pendidikan Nonformal yang
berkedudukan dibawah ditn bertangpgungiawab kepada Kepala Dinas,

BABIV
STRUKTUR ORGANISAS!
Pasal 6

(1)  Struktur Organisasi Satuan PNF SKB, terdiri atas:
a. Kepala Satuan PNF SK13;
b. Kepalit Urusan ‘Tata Usaba;
¢. Walkil Kepala, terdiri aras:
). Wukil Kepala Urusan Pembelajaran;
2. Wakil Kepala Urusan Pembinaan; dan
3. Wakil Kepala Urusan Pengabdian Masyarakat.
d, Kelommpok Jabatan Fungsional
(2) Kepala Satuan PNF SKH adalabh unsur organisasi non ttl:uktural yang
diargkat dan diberhentinan oleh Walikota serta berada di bawah dan
bertinggungjawab kepada Kepala Dines, N
(3] Urusan Tita Usaha sebngiimana dimakswl pada ayat (1) h}truf b dipimpin
olch Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan
bertanggungiawab langsung kepada Kepala Satuan F_'NF SKB.
{4) Struktur organisasi Satuan NI SKE adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota int



BAB V
TUGAS PORONK, FUNGS! DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
PNF SKB
Pasal 7

Satuan PNF SKB memiliki 1ugas pokok untuk menyelenggarakan program,
memberiican bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang
PAUD dan Dikinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas polok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Satuan

PNF SKB dalam meluksanakan tugasnya, mempunyai fungsi

a. pembeantuk rombongan belaar program PAUD dan Dikmas;

b. penycleny gara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;

c. pembimbimg program PAUD dan Dikmas i masyarakat;

d. pengerbang kurikulum, balan ajur dan media belajar muatan lokal;

e. penyelengpara evaluasi pemielajaran program PAUD dan Dikmas;

. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;

g penyélenpgara kelurahan binain PAUD dan Dikmas;

h. pelaksanit pengabdian masvarakat yang terkait dengen program PAUD dan
Dikmas;

i pelaksana hubungan kerjsama dengan orang tua peserta didik dan
masyarak at. dan

J. pelaksana adiministrasi Sanjgar Kegintan Belajar,

Bagian Kedua
hepata Satuan PNF SKB
Pasal 9

Kepala Satuan PNF SKB sebipaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a,
mempunywi tugas pokek mermapin dun mengkoordinasikan progrem kerja Satuan
PNEF SKB yaitu merwnuskan hebijakan teknis, penyelengparaan pelayanan umum,
pengendulian dan pembinaan weknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan
cfisien dun ofelctif,

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas poliok scbagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala
Satuan PNF SKB mempunyai lungsi:

merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi SKB;

merumu skan, menctapkan din mengembuangkan misi SKB;

merwmu skan, meaetapkan disn mengembangkan tujuan SKB;

rnenyusun rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan
yang scharusnyn dicapar dalam rangka mendukung peningkatan mutu
lulusan SKB;

menyusun rencana kerja (ahunan yang dinyatakan dalam rencana kegiatan
dan anggiwan SKB berdasarkan rencana kerjajangka menengah;

menyUsun rencana program SiKB;

menyasiin jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
melah sanakan pengembangan organisasi SKB scsuai cdengan kebutuhan;
melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju
organisa st pembelajar yang ofvkul;
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J.  melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB dalam
ranglia pendayagunaan swuber daya manusia secara optimal;

k. melaksanalkan pengelolaun sarana dan prasarana SKB dalam rangka
pendayagunaan secara optimid;

L. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta
didik baru serta penempatan dan pengembangan Kapasitas peserta didik;

m. melaksanakan pengelolacn pengembangan kurikulum dan kegiatan
pembela jaran sesuai dengon arah dan tujuan pendidikan nasional;

n. melaksanakan program pe contohan program PAUD dan Dikmas;

melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;

melalsanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;

melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD

dan bikmas;

r. melaksanakan pengelolaan keuangan SKB sesuai dengan aturan yang
berlaku dan prinsifl pengeloiaan yang akuntabel, transparan, dan efisien;

s, melaksanakan prngelolaan ketatausaliaan SKB;

t  melaksanakan pengelolasn sistem  informasi SKB dalamm  memanfaatkan
kemujuan  teknologi  inlurmasi  bagl  peningkatan pembelajaran  dan
manujemen SKB;

u. melalisanakan  pemonito:an  (monitoring), evaluasi dan pelaporan
pelak sapvinn program kegicaan SKB;

v, melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat, dan dewan pendidikan;

w, melaksanakan sistem pengendalian internal; dan

x. melaporkan  hasil pelaksanaan  tugas kepada Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala satuan pendidikan
nonformal SKB,

2P

Bagian Ketiga
Kepale Urusan Tata Usaha
Pasal 11

Kepaia Urusan Tata Usaha sebageimana dinaksud pada Pasal 6 ayar (1) huruf b,
mempunvai tugas pokok melukukan administrasi kurikulum peserta didik,
kepegawaian, kevanpan, sarana don prasurana, hubungan masyarakat, perguratan
dan pengarsipan.

azal 12

Untuk melasanalean tugas pokolt sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Kepala

Urusan Tata Usaha mempuny. i fungsi ;

a. meakukan penyinpan bahun penyusnnan program kerja SKB;

b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;

c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan
pertangpungavaban angguwan SKB;

d. meakukan wusan kepege winnwa dan pengembangan pegawai di lingkungan
SKB;

e. melakukan urusan pembavarun belanja pegawai, belanja bharang, belanja

modzl, dan pambayaran lainsnva;

melakukan pengeiolaan data dan inlormasi pegawai di lingkungan SKB;

melakukan fasilitasi  peningkatan  kompetensi  pendidik  dan  tenaga

kependilikan:

g ™



h. melakukan kera sama d Lidong pengembangan dan pemberdayaan pendidik
dan temya kepes:didikan;

L melailuban urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di
lingk anggn SKI3;

J. melakulan urusan publilks s dan dokumentasi di lingkungan SKB;

k. melabiubun  penyusunan rencania  Kebutuhan, pengadaan, penerimaan,
inven tarisas, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik
nega: a di lingkangan SKIE;

1. melaiukun urtsan keammanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di
lingkungan SKUB;

m, melaliubarn pengaturan prig gunaan sarana dan prasarana di lingkungan
SKI3; :

n. melaliukin penyimpanan dan pemelharaan dokumen urusan tata usaha;

0. melaliuban penywsunan lajoran urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;

p. melaksanakan hubungan kerjx sana dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat,

g melaksanakan wgas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

. melaporkian hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

Bagian Keempat
Wakil sepiia Urusan Pembela jaran
Pasal 13

Wakil Kepala Urusar Pembelajivan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ angka | mempunvai lugas pokok pembentuk rombongan belajar,
penyelenggare pembelajaran, pengembang kurikulum, bahan ajar dan media
belajar muatay Joca) dan pem clenguuraevaluasi pembelajaran program PAUD dan
Pendidikatn Masyarakat.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wakil

Kepala Urusan Pembelajaran nienipunyai fungsi :

melakukan pendataan / penctaan kelompok sasaran;

melakukan seleksd ealon pe ndidik dan tenaga kependidil:an;

menyiapkan sarana dan proasirang pembelajaran;

melakukan koordinasi denjan prmangku kepentingan;

pembemukan rombongan elajar PAUD dan Pendidikan Masyarakat;

menydsun laporan pembeatukan rombongan belajar PAUD dan Pendidikan

Masyiuwakat;

menyapkan rencana progran pembelajarn;

meny.apkan matesi, media Jan peraga pembelajaran;

melalsanakan poses, adnonistrasi dan motivasi pembelajaran;

menyusun dral kurikulun. mustan lokal, bahan ajar pendukung dan media

beljor maatan loeal;

k. wji coba dral, analisa dan revisi;
pemanleanin dan perbaikan secara berkelanjutan;

m. meny st butir soatl berda sarican kist - kisi;

n. analisis butir soal penilaias,;

. wji coba soai pemlaian;

p- revisi / perbaikian soal peniaim;

q peluksanuan pendaian untik program yang disclenggarakan SKB atau Program
PAU D dan Pendidikan Massalcat yang diselenggarakan masyarakat; dan

r. melalsanakan fungsi kedirwsnun lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
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Bagian Kelima
Walk:l Kepala Urusan Pembinaan
Pasal 15

Wakil Kepala Urusan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ angka 2 mempunyar tugas pokok penyelenggara program percontohan,
pembimbing progiam dan penvelenggeraan desa binaan program PAUD dan
Pendidik.an Masyarakat.

Pasal 16

Untuk nelaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Wakil
Kepals Urusan Pembinaan me npunyai fungsi :
a. melaizuban pemetaan muta program yang diselenggarakan SKB berdasarkan 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan,
b. melakukan perbailkan  untuk memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional
Penchdikarn;
v, melaliukan verifikasi ketercapainn Standar Nasional Pendidikan;
d. mengajukan akreditasi,
e. melaliuhan sosinlisasi dan kuordinasi dengan pengelola satuan PAUD dan
Pendihikan Masyarakat;
f  melalkukan kerjasama dengan pemangku kepentingan PAUD dan Pendidikan
Masyarakat;
membenkan binbingan / supervise dan fasilitasi ke satuan pendidikan;
melalukan verifilasi peme ahan masalah pembelajaran;
melalukan perne@an f penditian;
melaliuhan koordinasi dan sinkrunisasi dengan dinas terlait dan desa;
menyusun progrin PAUD dan Pendidikan Masyarakat sesuai dengan liondisi
desa;
memberikan bimbingan / supervise dan fasilitasi ke satuan pendidikan;
. membuat nota kesepa hamian (MoU);
meny elenggarakan program bersama masyarakat;
melakukan peniliian leten iwpaian program;
menyusun pelaporan pelak sanaun desa binaan; dan
melaksanakan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

E
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Hagian Keenam
Wakil Kepale Urusan Pengabdian Masyarakat
Pagal 17

Wakil Kepala Urusan Pengabduw Masyarakat sebagaimana climaksud dalam Pasal
6 ayat |l] huruf ¢ anglia 3 mempunyal tugas pokok pelaksana pengabdian
masyarakat yang teriait dengan programn PAUD dan Pendidikan Masyarakat

FPasal 18

Untuk melaksanalan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, walkil

Kepala Urusan Pengubdian Masyarakat mempunyai fungsi:

a. melalukan sosialisasi ke musyaraksl tentang program pengabdian program
PAUD e Pendidikan Mas, arakat;

b, menyapkan menu = meénu ayanan pengabdian;

c. membanpun kenusama deapan lemmbaga organisasi, dunia usaha, dinas dan
pemangliu kepenungan;

d. melahsanakan layanan pengabdian masyarakat;

¢. melahukan evaluasi dan pelaporasn; dan

[ melaksanakan fungsi kedinasin Jainnva yang diberikan oleh atasan.



Baginn Ketutjuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf
d mempunyui tugas pokok micrencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan
menyusun laporan kegiatan pograns PAUD dan Dikmas.

Pasal 20

Untuk nelaksanakan  tugas pokek  scbagaimana dimaksud pada Pasal 19,
Kelompox Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. melakulam sosialisasi dan wisiusi terbentuknya program-program PAUD dan
Dikinas:

melaksanakan pembelajarsn program PAUD dan Dikmas;

melaksanakan administras. pembela jaran;

melaisanakan pengembunpgan perapgkat pembelajaran program PAUD dan
Dikn:as, i

melaicsanakan evaluasi pemmbelajaran;

melaksanakan bimbingan 1eknis progrim dan satuan PAUD dan Dikmas;
melaicsanakan pengabdian kepada masyarakat; dan

melaporkan hasil pelaksaraan wigas kepada Kepala SKB.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Pejabit Suuktural Kepala UI1MD dan Kepala Tata Usaha UPTD SKB beserta
jajaranyic yarg diangkat sebelum dJditetaplkannya Peraturan Walikota ini tetap
melaksanakan tuges dan fiagst Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kota
Pontiansk smnpai dilnkukannya penataan organisasi berdasarkan Peraturan
Walikkoi in,

BAB VI
ARETIENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada sant Peraturan Walikota ini mului berlaku maka Peraturan Walikota Nomor
80 Taltun 2008 temang Kedulukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tati Kerja Unit Pelakseoa ‘fcknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada
Dinas Pendidikan kota Pont.aniek (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008
Nomor £9) dicabut dan dinyatikan tidak berlaku.



Pasal 23
Peraturan Walikowa ind mulad Lerkdio pada tangga! di undangkan,

Agar seuap orang nengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota mi dengiu penem patioinya dalam Berita Daerah Kowa Pontianak.

Ditctapkan di Pontianak
pada ‘tanssal 22 september 2017
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